BUPATI SIMEULUE
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QANUN EARUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUST IZIN TEMPAT USAHA

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KTIASA

BUPATI SIMEULUE

bahwa dalim rengka pengnturan dan penstan tatn rang yang serast
denpan perkembangan pembangunan dowasa Ini dan memberikan
fesompatan keoda penguseha wntuk lebih berperan aadf dalam
pengembangan usahanya serta dapat meningkatkan pembanguman daeral
certa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Decrah Kabupaten Simeulue,
dipundang perlu pengamran tentang Retribusi lzin Tempat Usahs;

bahwa nntuk niaksud tersebut perfu ditetapkan dalam suat Qanun.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 wentang  Hukum  Acara Pidana
( Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomer 76,
Tambahun Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-imdeng Nomor 48 Tahun 1999 teniang_Pembentukan Kabupaten
Bireun dan Kabupaten Simeulue (fembaran Negars Republik, Indonesia
Tahun 1999 Nomar 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
Undang-undang Normor 34 Tahun 2000 teptang  Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tabwun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dagrah (1 emburan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahsn Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-andang Nosmor 18 Tahun 2001 tenting  Otenomsi Khusus bagi
Provinsi Traerah Istimewa Aceh sehagai i Nonggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembarsm Negata Nomor 4134);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbenruksn Peratucan
Perundang-Undangan (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tatun 2004
Namor 53, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4189);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
schaguimang telah diubah dengan Peratyran Femerintah Pengganti
Undangundang Nomor 3 Nomer 2005 tentang Perubshan Ates Undang-
widang Nomor 32 Tahwn 2004 tentang Pemerintshan Dagrah (Tembaran
egara Republik Indonesia Tahm 2005 Nomor 38, Tambghan Lembsran
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7 Undang-undang Nomor 33 ‘Tahun 2044 tentung  Perimbangen Keuangm
Antma Pemeciniah Pusat dan Daerah {Lembamn Negara Republik
h;d}l;zxia Talun 2004 Nomor 126, Tambaben Lembaran Negara Nomeor
4438); 3

% Peruturan Pemesdinuh Nomor 27 Tabun 1983 wneang Pelaksanann
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukem Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1983 Nomar 6, Tembahan
Lemburan Negars Nomor 3258);

9. Porstumn Pemerinth Nomor 25 Tahun 2000 tontang Kewenimgun
Pemerintah dan Kewenangan Pomerintah Propinsi ssbagai daerah Otonom
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor 54, Tambshan
Lembaran Negara Nomar 3952);

10, Peraruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaun dan
Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Dueroh (Lembaran Negara
Tepublik Indonesia Tabun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4890}

11, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tabun 2001 tentang Retribusi Dacral

.+ (Lembaran Negera Republik Indonesia Tatum 2001 Nomor 119,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

12, Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tabun 1997 tentang Penyidik
‘Pegawai Negeri Sipil di [inglungm Pemerintsh Dacrzh.

Dengan Persetnjuan Bersama.

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DARRAT KABUPATEN SIMEULUE

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
: QANUN KARBUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
TISANA
B1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
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. Dacrah adalah Kabupaten Simeutue;

Pemerintat Dserah adalah Bupati beserta pevangkat duersh otonom lainaya
schagai Badan Eksekusif Dacrah;

. Bupatl adalah Bupati Simeulie;
. Wakil Bupati adeleh Wakil Bupati Simeulve;
. Dewan Pervakilan Ralyat Daersh Kabupaten Simeulue yang selanjutiya

disimgkat DERT) Kabupaten Simeulue, adalab Badan Legislatif Dacrsh;

Dings Pendaputan Doersh sdalah Dinas Pendapotan Daersh  Kabupaten
Simentuc;

Pejabat sdalah Pegawni yang diberl tugas tertentu di bideng retribusi daesah
sesusi dengan peraturan perandangan-undangay yang heriadauy

Badan adalsh susty benti beden ussha yang meliputi perseroan terbatas,
perseromn komanditer perscroan lainnya, badan usaha raitik negara atan daerah
denpan nama dum bemtuk apapun, persekutian, perkumpulan finma, kongsi,
Koperasi, yayasan aiau orpanisast yong sejens, fembaga. dana penstun hemtuk
usaha tetap serin bentsik usaha linnys;
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Rearibusi Dacrah adalah pungumn duersh sebogai pembayaran aias josn o
pemberian izin tertentu yang Khueus disediakan dan atan diberikan oleh
intah daeral urok kepentingan orang pribadi stas badan;
Jasa adalah kegistan pemerintah deersh berupa usaba dan pelayanan yang
menyediakan barang, fasilitas atau kemanfaaran lsinmye yang dopot diniketl
oleh orang dan wau badun:
Tempat Usoha adalah tempat-tempat melakukan usaha vang dijalankan secrs
teratur dalam suata bidang usaha tortentu dengan maksud mencar keumtungan;
Surat Izin Tempat Ussha (SITU) yang diberikan untuk membuka dan abna
menggunakan tempat atau ruangan, tempat usaba perdaganean dan jass;
Pungutan adalah suatu rasgkaian kegiatan mulei dari penghimpunan data objek
dan subjek paiak atau retribusi, penenruen besamya pajak atay retihusi yang
terstang sampal kegiatm penagihan pajak atan retribusi kepada wajib pajak;
Surat Pendaftaran Obiek Retribusi Darrah yang selanjutnyz disingkat SPORD
adalah surat yang dignnakan olel wajib reteibusi untuk mendapatkan data objek
retribusi dan wajib Retribusi sehagti dasar perhitngan dan pembayeran
retribusi yang terhutang memimd peraturan perundengmdangan  retribust
daeraly
Surat Ketotapan Retribusi Dacrah yang selagjutnya disingker SKRD adalah
surai keplitusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertang:
Surat Keletopan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnys disingkat
SKRDKD adalah surat keputusen yamg menentukan besarnya jumish rotribusi
Yang terutang, jumiah kredit resritus, jumlah kelurangan pembayarm pokok
ratribusi, besamya sarlst adminstasi dan jurnlah yang masih heros dibayar;
Surul Keletapan Retclhusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yeng selanjuinya
dapat disingkal SKRDKJAT, adalah suras keputusan yang measntukan tambabin
atas jumlob retribusi yang telah ditetapkan:
Surat Kelelopan Regribusi Daerah Lebih Bayor, yang selanjutnya dupal
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlsh kelebilian
pembayaran reicibusi karena junlah kredil retribusi Jebih besar dari pada
retribusi yang techtang atau tidak seharusnyn tediutang;
Surat Tagiban Retribusi Dacral, yang selanjutnya dapet disingkat STRD, adalsh
sural uniuk mefukukan tagihan reiribusi dan atau saiksi adniindstrasi bereps
‘bunga dan / ateu dends;
Surat Kepulusan Keberatn ndaloh surst kepunsan atas keberaton terhadip
SKRD, atan dokumen lain yane dipersamakan SKRDEBT dun SKRDBL yang
dijulen olel wajib refriusis
Pemerikrasn adalah seranghaiun kegiatan untuk mencari, mengampulkan dan
mengelole dutn don atwu heterangan Jeinnya dalam rangka pengawasan
kepamhan pemenuhan kewsjiben teeibusi daersh berdasarkan  pesuturan
perundang-undangan remribusi dueral;
Penyidik adalsh pejabat polisi Republik Indoncsia sehageimann dimaksud
dalam pusal 6 avat {1) bruf a Undang-undang Nomor 8 Tahua 1981

. Penyidik Pegawni Negeri Sipil selanjumnya disingkat PPNS adaleh Pejebat

Pegawai Neger! sipil ferienty i Lingkungan Deerah Pemerintah Dacrah yang
diberi wewenang Kinss schagsi penyidi tndak pidana di hidang perpaiakan
daerah dan retribusi daemb schogaimona dimaksud dalam Undang-undong
Nomor 8 Tahun {981 teatang Hukum Acara Pidana;

Penyidikan Tindak Pidapa di bidang Retribusi Daerah adalab scrangkaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutrya.
disebul Penyidil, guna mencari serta mengtmpulkin bukti yang dengan bukti
itu membuat terang ndak pidima di bidang retribusi doeral yang rerjadi serta
roenemukn tersangkanyn.



MAKSUD DAN TUIUAN
Pusal 2
Pemberian Frin Tempat Usaha di unfuk mengatur,

mengendalikan serts menatn kegiatan nsaha sesuai dengan peruntokan kawesan dan
7onu yang dist dalam Rencana Tota Ruang Wilayah Kabupsten Simealue.

Pasal 3

Pemberian Tein Tempat Ussha bertujum wniuk mewsudkan kerertiban dalom
berussha baik ditinjan dori sepi lokssi maupun hubungan dengan Rencana. Tara
wah Kabupaten Simeulus,

BAB I
NAMA, ORJEK DAN SUBJER RETRIBUSL
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Terapat Usaha dipungut refritust atas pemberian Tein
Tetnpat Usate.

Pasal 5

Objek Retribusi adaleh seliap pemberian Lzin Tempat Usaha kepads vrang  stan
‘badan.

Pasal 6
Subje Retribusi adalah umnag staw badaa yang memperoleh Izin Teimpat Liszha.

BABRTV
PERIZINAN

Fazal 7

{1} Setiap crana dam / ot badan yang hendak membuka Tempat Usaba / Jasa
aalam wilaysh Kabupaten Sizzulue hass ‘memperolel zin Tempat Lfzahn
torlebi-dabulu dengan ukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
Simeulue;

(2) Sefiap penberiun Lein Tompat Usaha sebagaimana dimaksud dalom ayat (1)
diatas dipungut retritusi;

(3) Syarat-syamal pengajuum parmohonan kzin Tempat Usaha dengon melupirkan :

Sueat permoho

nan bermatersl.
Toto copy Karm Tunda Penduduk (KTF) perilik yang masih berlaka,
Pas photo pemilik perusaliean ulutan 3 x 4 cm sobamyal 2 lembar.
Paiak daerah dan retiibusi dacrah tbun berjalan.
Alite pendirian perusshaan | perubahannys (berbadan hukam).
Starus tempat n3aha
Bukii pembayarsn fiskal dari Dinss Pendopatan Dactab Kabugoten
Simeculue.
Bekomendast dari Camat,
Rekomendasi dari kepala dese.
Foto copy Tanda lumas PRE tabn berjalan.

FE mespag



0] Syim—syarulam scsnal dengan kegiatan vsaln melip
storun, Rumah Molian, Katering dan kedal kopi melampirken korta Kir

it Fobidat fost Diet K ostopan Kabupaten Simeulve dan lzin

Gangguan (HO) dari Bupai Simenlue.

Runwh leoorntilcan dan wistna pangkas melanplrkan

1. Rekomendasi dari Majelis Pmnusyuﬂmm!an Ulsma  Kabupaten

Simeulue

2, Kartm Kir dori Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

3. Surat Pernyatuan dari Plmpinan Perusahaan,

4. Izin Gangguan (HO) dart Bupati Simeulue.

Video Game, Play Station melampirkan :

1, Rekomendasi duri Dinns Pendidikan Kebupeten Simeulue.

2. Suras Pernyataun deri Pisspinan Perusahaan,

3. Izin Gangguan (H10) dari Bupati Simeulue.

o

e

B

Rental dan jual Ved melampirkan :

1. Rekomendssi darl Majalis Permusyawamian Ulima  Ksbupaten
Simeuiuc.

2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahsen.

5. lrin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

Wamet dun Internet melampirkan :

1. Rekomendas dar Dinas / Instansi terkait
2. Rekemendasi Polisi Resort Simenlne.

3 Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simexlue.

Depot Obat melampirkan :

1. Rekomendasi dari Dinas Keschatin Kebupen: Simeulue.
2. Pas photo 3 x 4 sehanyak 4 lewbar

3. Sumt lzin Kedn Asisten Apoteker,

4. Surat Pernyatsan Asisten Apoteker.

5. Jzin Gunggua {HO) dari Bupati Simeviue.

“Apotik melampirkan :
1. lzin Apotik dari Dinas Keschatan Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam-
2. brin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
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Rumsh Sakit. Rumsh bersalin dan Klinik melampirken :
L. Izin pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Acsh
Durussala

2. tzin Cangguan (HO) duri Bupai Simeulue.

mumu-., Pabrik mka simntan melampirkan :
dari dun P Kabugaten

" Simeulue,
2. Rartu Kir dan Resomendssi dori Dinas Kesobatan Kabupaten Simeulue
3. Izin Gangouan (HO) dari Bupali Simeulue

j. Kopamsi melampitkan Akt Pendirin Koperasi / Perubhan.
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Porbengkelan, Door Smir, Ruang Pegyimpanan, Pergudangan, Penimbunan
Minyak, Oli, Gas / Bipiji dan percrtalen mefampiran Jzin Gangeuaa (HO)
i Bupati Simenlue dan pernyataan izin telangga.

Mobil barang / pemunpang melampickan Rekomsndasi dari Dinas
Pertmbumgsn Kalupaten Simeulue.



